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stau pihak yaitu melakukan korupsi adalah perbuatan melanggar hukum dan
menimbulkan dampak hukum tentunya kepada Pemerintah Kota Banjarmasin atas
Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Seyogyanya, sebelum
terjadinya tuntutan secara pidana sebaiknya dilakukan gugatan keperdataan
terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PT Giri Jaladhi Wana
dengan tujuan memutuskan Perjanjian Bangun Guna Serah dalam Pembangunan
Pasar Sentra Antasari Banjarmasin sehingga terciptanya kepastian hukum. Sebab
belum terjadinya gugatan secara perdata yang tidak melekat asas ne bis in idem
dalam kasus a quo, maka dengan itu keputusan hakim dalam kasus tindak pidana
korupsi dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian.
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korups1 hal ini dapat dlanggap sebagal penyalahgtmamr

dapat dilihat sebagai suata bentuk penipuan atau kesalahan yang mempengaruhi
kesepakatan yang telah dibuat. Jika perjanjian tersebut dibuat dengan dasar yang
tidak halal, maka perjanjian itu dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata. Kedua : Akibat hukum dari perjanjian Bangun Guna Serah antara
pemerintah dan pihak swasta yang diputus melalui keputusan hakim tindak pidana
korupsi dapat dikategorikan sebagai pembatalan perjanjian akibat adanya cacat
kehendak. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan
pembatalan perjanjian Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan
permohonan pembatalan perjanjian sebab perkara ini tidak melekat asas ne bis in
idem sehingga putusan tindak pidana korupsi dapat dijadikan bukti autentik dalam
gugatan perdata untuk memutuskan perjanjian Bangun Guna Serah. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak
memenuhi syarat sah dapat dibatalkan. Selain itu, tindakan korupsi dapat

dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan, yang juga dapat menjadi dasar untuk
membatalkan perjanjian.
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mengakibatkan hilangnya keabsahan perjanjian. Dalam hal ini, tindakan korups1




his case, the act of corruptzon

aﬁ’ects the agreement that has en m '
Civil Code. Second The legal consequences of the Build Operate Tramfer ) T
Bangun Guna Serah agreement between the government and the private party b
that was terminated through the decision of a corruption judge can be categorized
as the cancellation of the agreement due to a defect of will. In this case, the
injured party can. In this case, the aggrieved party can submit a request for
cancellation of the agreement because this case does not apply the principle of ne
bis in idem so that the corruption crime decision can be used as authentic
evidence in a civil lawsuit to terminate the Bangun Guna Serah agreement. Based
on the provisions of Article 1320 of the Civil Code, which states that agreements
that do not meet the legal requirements can be canceled. In addition, acts of
corruption can be considered as an abuse of circumstances, which can also be a
basis for canceling the agreement.
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